BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PEMANTAUAN DAN

Menimbang

Mengingat

EVALUASI DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGANDARAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan,
Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Tahun
2023;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5363);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);



Menetapkan

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10
Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan  Peraturan  Daerah = Kabupaten
Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 22);

16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2021
tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 57);

17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN,
PENYALURAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA
TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.

2. Kementerian adalah Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa,
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pangandaran.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah
hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan
prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai
dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang  diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM
Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program
dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan
daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan
Dana Desa.

Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal,
yang Dbersifat produktif dengan mengutamakan
pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi
lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan,
mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya
disebut Pandemi COVID-19 adalah Bencana yang
disebabkan oleh faktor nonalam yaitu COVID-19 yang
mengancam dan  mengganggu  kehidupan dan
penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan
korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi,
kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa
yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19
dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol
kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak
fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut
BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga
penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana
Desa.

Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya
disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan
Desa untuk percepatan pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan.

Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga
profesional yang direkrut oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi
yang bertugas pendampingan di tingkat Desa,
Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki
kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan
ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan
ekologi secara berkelanjutan.
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Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD
adalah rekening tempat penyimpanan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penenmaan Desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi
OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka
memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan
dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai
kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh

Desa berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian
tujuan SDGs Desa meliputi:

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa,;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;

dan
. mitigasi dan penanganan Bencana alam dan nonalam
sesuai kewenangan Desa.

Pasal 3

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi

nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas

pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama,;



b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang
diutamakan dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa
bersama; dan

c. pengembangan Desa wisata.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional
sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan
pendataan perkembangan desa melalui indeks Desa
membangun;

b. ketahanan pangan nabati dan hewani paling sedikit
20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa
termasuk pembangunan lumbung pangan Desa;
pencegahan dan penurunan Stunting;
peningkatan kualitas sumber daya manusia warga
Desa;

e. peningkatkan  keterlibatan masyarakat secara
menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa;

f. perluasan akses layanan kesehatan  sesuai
kewenangan Desa;

g. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3%
(tiga perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa;

h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan
ekstrem; dan

i. BLT Desa untuk mendukung percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dan paling banyak 25% (dua puluh lima
perseratus) dari anggaran Dana Desa.

(3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan
bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf
c meliputi:

a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan

b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
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Pasal 4

(1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i diprioritaskan
keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan
dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin
yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang
terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4
data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem.

(3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin
yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil
4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:



kehilangan mata pencaharian;

mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit

menahun/kronis dan/atau difabel,;

c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga
harapan; atau

d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal
lanjut usia.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data
pensasaran  percepatan penghapusan  kemiskinan
ekstrem, Pemerintah Daerah dapat menyampaikan surat
permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan.

(5) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem per Desa kepada
kepala Desa.

(6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala
Desa.

(7) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit
memuat:

a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;

b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis
kelompok pekerjaan; dan

c. jumlah keluarga penerima manfaat.

(8) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga
ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan
bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

op

Bagian Kedua
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 5

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibahas, disepakati, dan
ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP
Desa.

(2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam berita acara.

(3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan
perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan = yang
mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6
(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui swakelola
dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.



(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

(4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja
paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari dana
kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 7

(1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai
pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui
swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar
Desa.

(2) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antar Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa.

(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan
Prioritas Penggunaan Dana Desa;

b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa
ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa;
atau

d. terlibat aktif melakukan  sosialisasi Prioritas
Penggunaan Dana Desa.

(3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan
masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana

Desa.

Pasal 9

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP

Desa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan:

a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data
SDGs Desa;

b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data
perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
dan

c. aspirasi masyarakat Desa.

(3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
dalam penyusunan APB Desa.
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Bagian Ketiga
Publikasi dan Pelaporan

Paragraf 1
Publikasi

Pasal 10

(1) Pemerintah Desa harus mempublikasikan Prioritas
Penggunaan Dana Desa.

(2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan
Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan
dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan
tembusan kepada Bupati.

(3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. hasil Musyawarah Desa; dan

b. data Desa, peta potensi dan sumber daya
pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP
Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen
APB Desa.

(4) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi
kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 11

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh
masyarakat Desa.

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Paragraf 2
Pelaporan

Pasal 12

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.

(2) Laporan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam bentuk dokumen digital
menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh
Kementerian.

(3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital,
Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas
Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi
oleh Tenaga Pendamping Profesional.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa
ditetapkan.
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Bagian Keempat
Pembinaan

Pasal 13

(1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi,
pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana
Desa sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan
administrasi pemerintahan desa dan/atau Tenaga
Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB III
TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 15

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap
Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat
kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

(4) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat
kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) untuk seluruh Desa, dan wajib
disampaikan pada saat penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran tahap [ pertama kali disertai
dengan daftar RKD.

(5) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. pagu Dana Desa untuk non BLT Desa; dan
b. pagu Dana Desa untuk BLT Desa.

(6) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa
selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 16
(1) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a dilakukan
dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari
pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan
dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling
lambat bulan Juni;

b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari
pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan
dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat
bulan Agustus; dan

c. tahaplIll, sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu
Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan
dilakukan paling cepat bulan Juni.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa
Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari
pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan
dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling
lambat bulan Juni; dan

b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari
pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan
dilakukan paling cepat bulan Maret.

(3) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan
setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam
indeks Desa membangun.

Pasal 17

(1) Dokumen  persyaratan  penyaluran  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
b. tahap Il berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus)
dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima
perseratus) dari Dana Desa untuk non BLT Desa
tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa untuk non BLT Desa sampai dengan
tahap II menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan
puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh
puluh lima perseratus) dari Dana Desa untuk non
BLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah
disalurkan; dan
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2. laporan konvergensi pencegahan Stunting tingkat
Desa tahun anggaran 2022.

(2) Penerimaan dokumen  penyaluran  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;

b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun
berjalan; dan

c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan
langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dokumen persyaratan penyaluran untuk Desa yang

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran 2022;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus)
dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima
perseratus) dari Dana Desa untuk non BLT Desa
tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan

3. laporan konvergensi pencegahan Stunting tingkat
Desa tahun anggaran 2022.

Penerimaan  dokumen  penyaluran  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. tahap [ paling lambat tanggal 23 Juni tahun
berjalan; dan
b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan
langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran
2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b
ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan
kedua belas tahun anggaran 2022.
Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa
untuk BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua
belas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai
dengan bulan yang disalurkan.
Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf
b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2
disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang,
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kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan
keluaran, dan capaian keluaran.

(9) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati
menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi
kepada kuasa pengguna anggaran bendahara umum
negara penyaluran Dana Desa, insentif, otonomi khusus,
dan keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran
berdasarkan permintaan dari Kepala Desa pada saat
dokumen persyaratan penyaluran.

(10) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

(11) Ketentuan mengenai format laporan realisasi penyerapan
dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan
konvergensi pencegahan  Stunting tingkat Desa
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa
berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan ketiga:

1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a atau Pasal 17 ayat
(3) huruf a untuk Desa berstatus Desa Mandiri;

2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima
manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua
belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk
BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;

3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas
Desa layak salur tiap-tiap bulannya;

4. menyampaikan Peraturan Kepala Desa atau
Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat
bulan Januari 2023;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai
dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati
setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran
atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai
dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat yang telah  menerima
pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan ketiga;

2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat
sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat
bulan April 2023;
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3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai
dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima  manfaat yang telah  menerima
pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai
dengan bulan keenam;

4. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh
sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling
cepat bulan Juli 2023;

5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh
sampai dengan bulan kedua belas disalurkan
setelah Bupati melakukan perekaman realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh
sampai dengan bulan kesembilan; dan

6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh
sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling
cepat bulan Oktober 2023.

(2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan
kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa
layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Aplikasi OMSPAN.

(3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan
diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam Aplikasi
OMSPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.

(4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan
penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a
sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi
dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran
Dana Desa untuk non BLT Desa tahap III sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c atau tahap II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.

(6) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan
perekaman dalam Aplikasi OMSPAN, Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat
(2) disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

(7) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh
sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja
terakhir bulan Desember 2023.

(8) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa
tahap Il tahun anggaran 2024.
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Pasal 19

Bupati bertanggung jawab atas:

a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana
Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap
tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17; dan

b. kebenaran data perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 20

(1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1), ayat (3), dan realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5)
atau ayat (6) kepada Bupati melalui Camat secara lengkap
dan benar.

(2) Camat menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan administrasi pemerintahan desa.

(3) Berdasaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan

administrasi pemerintahan desa melaksanakan
perekaman dokumen dalam Aplikasi OMSPAN.
(4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan
surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan
Daerah kepada KPPN.

(5) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)
disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).

(6) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OMSPAN.

Pasal 21

(1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa
berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah
Kepala Desa menyampaikan:

1. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan

2. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Desa,

kepada Bupati paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan

b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat
sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
keempat sampai dengan bulan keenam
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dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan ketiga;

2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
ketujuh sampai dengan bulan kesembilan
dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan
keempat sampai dengan bulan keenam; dan

3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas
dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan
ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.

(2) Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan
bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 15
Desember 2023.

(3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan
hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu
penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari
kerja berikutnya.

(4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

a. penyaluran Dana Desa;

b. prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3;

c. capaian Keluaran Dana Desa;

d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa
dan/atau

e. sisa Dana Desa di RKD.

(2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat
meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau
melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam
laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam
Aplikasi OMSPAN.

(3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa,
Bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk
melakukan pemeriksaan.
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(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas
dan fungsi.

Pasal 23

(1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dilakukan untuk
mengetahui:

a. besaran sisa Dana Desa di RKD hasil rekonsiliasi sisa
Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun
anggaran 2018 yang belum selesai diperhitungkan
melalui perhitungan penyaluran Dana Desa tahap III
atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa
berstatus Desa mandiri tahun anggaran 2022 setelah
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;

b. besaran sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2019
sampai dengan tahun anggaran 2021 yang belum
selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa
tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk
Desa berstatus Desa Mandiri sampai dengan tahun
anggaran 2022 setelah dikurangi kebutuhan Dana
Desa untuk BLT Desa;

c. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD;
dan

d. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2023 di RKD.

(2) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai
dengan tahun anggaran 2021 di RKD yang belum selesai
diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau
tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun
anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b, diperhitungkan dalam penyaluran
Dana Desa tahap II dan/ atau tahap III tahun anggaran
2023.

(3) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan
kembali di tahun anggaran berikutnya oleh Kepala Desa
dan dilakukan perekaman oleh Bupati pada Aplikasi
OMSPAN.

(4) Dalam hal penganggaran kembali oleh Kepala Desa dan
perekaman oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran
2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II
dan/ atau tahap III tahun anggaran 2023.

(5) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD yang telah
dianggarkan kembali di tahun berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan
prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.

(6) Dalam hal Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun
anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa
diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap Il dan/
atau tahap IIl tahun anggaran 2024.
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(7) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2023 di RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat
dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh
kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh Bupati pada
Aplikasi OMSPAN.

Pasal 24

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(3) dan ayat (4) dikecualikan bagi Desa yang mengalami
Bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau
seluruh:

a. Dana Desa;

b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana
Desa; dan/ atau

c. keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa.

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang telah
ditarik dari RKD.

(4) Bupati menandai Desa yang mengalami bencana alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan
perekaman nilai Dana Desa yang hilang atau tidak dapat
dipertanggungjawabkan akibat Bencana alam pada
Aplikasi OMSPAN.

(5) Bupati menyampaikan surat permohonan pengecualian
perhitungan sisa Dana Desa kepada kuasa pengguna
anggaran bendahara umum negara penyaluran Dana
Desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan yang
paling sedikit memuat:

nama dan Kode Desa;

peristiwa bencana alam yang dialami;

waktu kejadian; dan

akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada

ayat (2).

(6) Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri
dokumen berupa:

a. daftar Desa hasil penandaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) hasil cetakan dari Aplikasi OMSPAN
yang ditandatangani oleh Bupati; dan

b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang
ditandatangani oleh kepala Desa.

(7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat

(6) disampaikan melalui Aplikasi OMSPAN.

(8) Kebenaran atas Desa yang mengalami Bencana alam dan
nilai kerugian atas Dana Desa merupakan tanggung
jawab dari Bupati.

aoop
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(9) Bupati mengajukan surat permohonan pengecualian
perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) paling lambat sebelum pengajuan
penyaluran Dana Desa tahap II.

(10) Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana Desa
tahap II, permohonan pengecualian perhitungan sisa
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak
dapat diajukan.

BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah Pusat,
Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pengelolaan keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan
Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan
keuangan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI PANGANDARAN,
ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 28






